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ABSTRAK:

CATATAN:

Dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan peran PDAM Tirta Bhagasasi
Bekasi serta untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs),
perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana air minum yang
memadai. Sesuai ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 75 PP No. 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, penyertaan modal Pemda Kabupaten Bekasi pada
PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi tersebut, perlu ditetapkan dengan Perda.
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Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bekasi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Bhagasasi Bekasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2.
Maksud dan Tujuan; 3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; 4.
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; 5. Ketentuan Penutup.
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